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Abstract

The aim of this research is to find out how the rules regarding certain working time agreements have
changed after the enactment of the Job Creation Law and what the legal protection is for workers in
implementing certain working time agreements. This research method is through a normative
juridical method, which focuses on secondary data or library data with analytical descriptive
specifications. That the ratification of the Law on Job Creation received approval and raised concerns
that it contained regulations which were considered to be detrimental to workers, especially in part of
CHAPTER 1V which regulates employment due to several changes to the provisions governing
certain working hours (PKWT).

Keywords: agreement; specific time work agreement; job copyright law

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan aturan mengenai
perjanjian kerja waktu tertentu pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan bagaimana perlindungan
hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Metode penelitian
ini adalah melalui metode yuridis normatif, yang menitik beratkan pada data sekunder atau data
kepustakaan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bahwa pengesahan Undang-Undang tetang Cipta
Kerja mendapat penolakan dan menimbulkan permasahan bahwa memuat peraturan-peraturan yang
dinilai merugikan pekerja, khususnya pada bagian BAB 1V yang mengatur mengenai ketenagakerjaan
terkait adanya beberapa perubahan pada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT).

Kata Kunci: perjanjian; perjanjian kerja waktu tertentu; Undang-undang Cipta Kerja

A. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam pelaksanaan
pembangunan nasional, karena kualitas dan peran sumber daya manusia secara
besar yang akan menentukan arah serta tujuan dan keberhasilan dari pembangunan
nasional. Pembangunan terhadap ketenagakerjaan merupakan bagian dari

pengembangan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka menjalankan
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Roda pembanguna di Negara Indonesia ini. Indonesia adalah negara yang
mempunyai penduduk yang sangat besar . dengan kata lain Indonesia mempunyai
jumlah sumber daya manusia/tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga
merupakan suatu kekuatan yang besar untuk melakukan pembangunan.?

Landasan utama ketenagakerjaan di Indonesia tidak lain adalah Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lewat UUD 1945, setiap
warga Indonesia berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak.
Tidak seorangpung boleh melakukan perbuatan yang tidak layak, pekerja dan
pengusaha harus sama-sama melakukan perbuatan yang layak sebagai manusia.
Guna mengatur kelayakan antara pekerja dan pengusaha, hukum ketenagakerjaan
harus ditegakkan dan dipatuhi oleh semua pihak, termasuk dalam hal ini adalah
Negara.?

Mengenai pengertian Pekerja/Buruh terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan
“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.” Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD
NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan dalam Pasal 28D
ayat (2) yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” .3

Pengaturan mengenai perjanjian kerja dapat ditemukan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata pada Bab VII A tentang perjanjian kerja yang termasuk
dalam buku ketiga yang mengatur mengenai perikatan. Berdasarkan Pasal 1601
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perjanjian kerja ialah suatu
persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan

tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang

* Eko Maryono, Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Sejak Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Sol Justicia,
Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 10.

? Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Cet. 1, (Malang: Literasi
Nusantara, 2020), hlm. v-vi.

* Diah Puji lestari, Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja, Jurnal hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 5,
2022, him. 340.
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tertentu. Namun seiring dengan diterbitkannya Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , maka pengaturan
mengenai perjanjian kerja tunduk pada undang-undang tersebut, yang kemudian
telah diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja yang mengusung konsep Omnibus Law.4

Salah satu klaster yang dibahas dalam UU Cipta Kerja adalah terkait
ketenagakerjaan, di mana juga mengatur bentuk hubungan kerja PKWT dan alih
daya. Regulasi yang mengatur hak, manfaat dan perlindungan pekerja lebih lanjut
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja.>

Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak pekerja yang
menolak undang-undang tersebut dengan alasan bahwa undang-undang tersebut
memuat peraturan-peraturan yang dinilai merugikan pekerja, khususnya pada
bagian Bab IV yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Salah satu alasan para
pekerja menolak Undang Undang Cipta Kerja adalah terkait adanya beberapa
perubahan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT), khususnya terkait akibat hukum perjanjian kerja waktu tertentu
dibuat secara tidak tertulis, jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu,
perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu, perlindungan hukum
terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, hak dan
kewajiban pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

Keadaan inilah yang mendorong dan menimbulkan niat bagi penulis untuk
membahas dan mengkaji bagaimana perubahan aturan mengenai perjanjian kerja
waktu tertentu pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan bagaimana
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja
waktu tertentu.

B. METODE PENELITIAN

4 Dewa Gede Giri Sentosa, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-undang Cipta Kerja:
Implementasi dan Permasalahannya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 2, Agustus 2021, hIm. 179.
> Turro S Wongkeren, dkk, Analisis Implementasi UU Cipta Kerja Kluster Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) dan Alih Daya, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol. 12 No. 3, Agustus 2022, hlm. 212.



Volume X No. X, Juli X

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridris-
normati. Metode penelitian yuridris-normatif diartikan sebagai “Metode penelitian
atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki maupun peraturan
hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antarv peraturan hukum
(horizontal).

Dengan mengunakan metode penetilitian yuridri-normatif, diharapkan penelitian
ini mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah
yang ada. Data yang dugunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh
melalui studi kepustakaan.®

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha terjadi setelah adanya
perjanjian kerja antara pekerja sebagai pihak yang menerima pekerjaan dan
pengusaha sebagai pihak yang memberikan pekerjaan. Dalam suatu hubungan
kerja, memuat hak dan kewajiban dari pekerja maupun pengusaha, oleh karena itu
adanya perjanjian kerja menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu hubungan
kerja. Selain itu, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja
diperlukan pula perjanjian kerja dalam bentuk tertulis antara pekerja dengan
pengusaha guna menimbulkan suatu hubungan hukum yang dapat dibuktikan atau
yang lazim disebut dengan perikatan. Hubungan kerja adalah sesuatu yang abstrak
sifatnya, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkrit atau nyata,
sehingga dengan adanya perjanjian kerja akan terdapat ikatan antara pekerja dengan
pengusaha secara konkrit dan nyata. Dengan kata lain, ikatan karena adanya
perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja.” Perjanjian adalah
kesepakatan yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan
perbuatan tertentu.8

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka syarat sahnya perjanjian

secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

6 Angga Arniya Putri, dkk, Metode Penulisan Artikel Hukum, Cet. 1, (Sumatera Barat:
Yayasan Tri Edukasi [lmiah, 2024), hlm. 88-89.
"Dewa Gede Giri Sentoso, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang Undang Cipta Kerja:
Implementasi dan Permasahannya, Jurnal llmu Hukum, Vol. 17 No. 2, 2021, hlm. 180-181.
8 Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto, Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara
Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia, Pagaruyuang Law Jurnal, Vol. 4 No. 2, 2021, him.
266.
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Perdata memiliki kemiripan dengan syarat sahnya perjanjian kerja sebagaimana
diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan, hanya saja dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan, objek yang diperjanjikan telah ditentukan secara lebih
spesifik yaitu berupa adanya pekerjaan.?

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat dibedakan
menjadi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu (PKWTT). Perbedaan mendasar antara perjanjian kerja waktu tertentu dan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah terletak pada jangka waktunya,
perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian antara pekerja dengan
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu,
sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian antara pekerja
dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Dalam
Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan-ketentuan yang banyak mengalami
perubahan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian kerja
waktu tertentu.1

1. Perubahan Aturan Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Pasca Diundangkannya UU Cipta Kerja
a. Akibat hukum PKWT dibuat secara tidak tertulis
Perjanjian kerja waktu tertentu wajib dibuat dalam bentuk
tertulis dan harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
Pada dasarnya, perjanjian kerja yang dibuat dalam bentuk tertulis
lebih menjamin kepastian hak dan kewajiban dari pekerja dan
pengusaha, sehingga apabila di kemudian hari terjadi perselisihan
maka akan sangat membantu proses pembuktian. Konsekuensi atas
perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk tidak
tertulis, menyebabkan perjanjian kerja tersebut menjadi perjanjian
kerja waktu tertentu, hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-

Undang Ketenagakerjaan. Namun, konsekuensi hukum tersebut tidak

° Nurul Listiyani, dkk, Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu
Tertentu (PKWT) dalam Undang-undang Cipta kerja, Jurnal Terapung, Vol. 4 No. 2, September 2022,
hlm. 13-14.

% Sentoso, Op. Cit, him. 182-183.
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dikenal lagi di dalam UndangUndang Cipta Kerja. Undang-Undang
Cipta Kerja tetap mensyaratkan agar perjanjian kerja waktu tertentu
dibuat dalam bentuk tertulis, akan tetapi konsekuensi hukum atas
tidak dipenuhinya syarat tersebut adalah tidak ada.l

b. Perubahan batasan jangka waktu PKWT

Dalam pasal 59 ayat 4 dijelaskan bahwa PKWT paling lama
diadakan selama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang selama satu
kali dengan waktu paling lama satu tahun.'> Oleh karena itu, dalam
PKWT ini perusahaan hanya bisa melakukan kontrak kerja paling lama
tiga tahun.’> Apabila pemberi kerja menganut sistem pembaharuan
perjanjian kerja yang baru, maka jangka waktunya juga bisa lebih
lama. Dalam sistem ini, perjanjian kerja jangka waktu tertentu dapat
diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama dua tahun,
dengan ketentuan perjanjian kerja baru tersebut diperbaharui setelah
masa tenggang berakhir tiga puluh hari setelah berakhirnya kontrak
kerja jangka tetap awal.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Pengalihdayaan, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja selanjutnya mengatur lebih
lanjut peraturan perundang-undangan tentang perjanjian waktu kerja
tertentu. Aturan pemerintah ini membedakan perjanjian waktu kerja
yang berbeda berdasarkan jangka waktu ketika mengatur syarat-syarat
perjanjian tersebut.

Untuk jangka waktu paling lama lima (lima) tahun, perjanjian

kerja waktu tetap berdasarkan jangka waktu yang meliputi pekerjaan

" Dewa Gede Giri Sentoso, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang Undang Cipta Kerja:
Implementasi dan Permasahannya, Jurnal llmu Hukum, Vol. 17 No. 2, 2021, hlm. 184.

12 Erlangga Bagus Setiawan, dkk, Perbandingan Undang-undang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan Dengan Undang-undang No. 13 vtahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Mengenai
Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2,
September 2021, hIm. 64.

13 Nur Alfiyani, Perbandingan Regulasi Ketenagakerjaan Dalam Undang-undang
Ketenagakerjaan Dan Undang-undang Cipta Kerja, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol. 14 No.
2, Desember 2020, hlm. 131.
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yang cepat selesai, pekerjaan yang bersifat musiman, atau pekerjaan
yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang bersifat sementara. masih menjalani uji coba atau
eksplorasi, dapat diberlakukan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
didasarkan pada pelaksanaan tugas-tugas tertentu, baik yang bersifat
satu kali maupun yang bersifat sementara, yang tergantung pada
kesepakatan para pihak, dapat dilaksanakan untuk jangka waktu
tertentu. Perjanjian kerja harian dengan jangka waktu paling lama tiga
(tiga) bulan berturut-turut dapat digunakan sebagai perjanjian kerja
waktu tertentu untuk beberapa pekerjaan lain yang jenis, sifat, atau
kegiatannya tidak tetap.

Oleh karena itu, jangka waktu PKWT hanya diperbolehkan
sampai dua tahun menurut UU Ketenagakerjaan. Waktu PKWT
sebagaimana ditentukan dalam UU Cipta Kerja dipastikan dengan
perjanjian kerja dan tidak dikenakan batasan.

. Perpanjangan dan pembaruan PKWT

Undang-Undang  Ketenagakerjaan =~ memberikan  aturan
mengenai perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu
tertentu. Perpanjangan dapat dilakukan maksimal satu kali untuk
paling lama satu tahun, sedangkan pembaruan dapat dilakukan
maksimal satu kali untuk jangka waktu paling lama dua tahun.
Namun untuk pembaruan perjanjian, hanya dapat dilakukan setelah
melebihi masa tenggang waktu tiga puluh hari berakhirnya perjanjian
kerja waktu tertentu yang lama.

Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian
diatur lebih rinci dalam PP No. 35 Tahun 2021, ketentuan mengenai
perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu berbeda tergantung pada

jenis perjanjian kerja waktu tertentu yang digunakan. Untuk perjanjian
kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu, perpanjangan dapat
dilakukan beberapa kali dengan jumlah yang tidak dibatasi, namun

waktu maksimal antara dimulainya perjanjian kerja waktu tertentu
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dengan seluruh perpanjangan adalah tidak boleh melebihi 5 (lima)
tahun. Untuk perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesainya
suatu pekerjaan tertentu, perpanjangan dapat dilakukan sampai
selesainya pekerjaan tersebut, namun untuk berapa lama waktu
maksimalnya tidak ditentukan. Kemudian, untuk perjanjian kerja
waktu tertentu terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat
atau kegiatannya bersifat tidak tetap, tidak diatur mengenai
perpanjangan karena menggunakan model perjanjian kerja harian.
Mengacu pada hal tersebut memiliki dampak yang sangat kuat
terhadap pekerja kontrak, adapun dampaknya adalah tidak adanya
kejelasan dalam meraih status sebagai karyawan tetap.!*Artinya sangat
potensial sekalia ketika PKWT itu tidak ada batas waktu dan berapa
kali PKWT diperpanjang maka timbul yang namanya eksploitasi
pekerja. Tentu sangat rawan sekali mengingat pekerja ini merupakan
pihak yang lemah, pihak yang sangat rentan sekali dan pengusaha
powerfull. 15
2. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan PKWT
a. Ketidakpastian hukum perlindungan PKWT dalam UU Cipta Kerja
Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan bentuk
pemenuhan hak dilindungi oleh negara dan tertuang dalam Pasal 27
Ayat (2) UUD NRI 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.16
Perlindungan terhadap pekerja juga diberikan oleh negara pada Pasal
29D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa:
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum.

4 Agung Rahmat Wibowo, dkk, Implikasi Undang-undang Cipta Kerja, Cet. 1, (Bandar
Lampung: Pusaka Media, 2021), hIm. 19.
' Utami Argawati, “Menguji Batas Waktu PKWT dalam UU Cipta Kerja”, dalam
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19274 , dikunjungi 22 Januari 2024.
16 Sulistio Adiwinarto, Kepastian Hukum Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam
Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal National Multidisciplinari Sciences, Vol. 2 No. 4, Juli
2023, hlm. 352.



https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19274

Volume X No. X, Juli X

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk
menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan,
kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha terjadi setelah
adanya perjanjian kerja antara pekerja sebagai pihak yang menerima
pekerjaan dan pengusaha sebagai pihak yang memberikan pekerjaan.

Merujuk pada karakteristik dari PKWT yang pada dasarnya
adalah merupakan kontrak yang bersifat sementara, terdapat potensi
untuk terjadinya pengakhiran terlebih dahulu terhadap PKWT
tersebut sebelum masa berlakunya habis, baik yang diinisiasi oleh
Pemberi Kerja, ataupun diinisiasi oleh Pekerja.

Untuk mengurangi potensi pengakhiran dini terhadap PKWT
tersebut, di dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan diatur bahwa pihak
yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya masa berlaku
PKWT, diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya
sebesar upah Pekerja tersebut hingga batas waktu berakhirnya PKWT.
Ketentuan tersebut diubah di dalam UU Nomor PP No. 35/2021,
bahwa Pemberi Kerja diwajibkan untuk memberikan uang kompensasi
kepada Pekerja yang hubungan kerjanya berakhir berdasarkan PKWT.
Lebih lanjut, kewajiban mengenai pemberian kompensasi berdasarkan
Pasal 15 Ayat (1) PP No. 35/2021 tersebut dipertajam di dalam Pasal 17
PP No. 35/2021 yang mengatur bahwa Pemberi Kerja wajib untuk
memberikan uang kompensasi kepada Pekerja, tanpa melihat pihak
mana yang menginisiasi pengakhiran dini atas hubungan kerja
tersebut.l”

b. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam PKWT

17 Listiyami, Op.Cit., hlm. 17-20.
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Hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pemberi kerja akan
melahirkan hak-hak pekerja sebagai akibat atau konsekuensi dari
kesepakatan antara kedua belah pihak. UU Ketenagakerjaan mengatur
mengenai hak-hak pekerja tersebut. Secara mendasar terdapat
beberapa hak pekerja yang melekat pada buruh/tenaga kerja, antara
lain:

1. Hak untuk mendapatkan upah yang adil.

2. Hak atas keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.

3. Hak atas jaminan sosial.

4. Hak atas istirahat dan cuti.

5. Setiap buruh/tenaga kerja berhak untuk tidak bekerja dalam hari-
hari libur.

6. Hak untuk berserikat.

7. Setiap buruh/tenaga kerja berhak mendapatkan kesempatan untuk
melaksanakan ibadah.

8. Hak untuk mogok kerja.

Ketika hak-hak di atas diterapkan baik oleh para pemberi kerja di
lingkungan kerja, maka akan menciptakan budaya kerja yang
harmonis demi keberlangsungan hubungan kerja. Namun seiring
beralihnya beberapa regulasi menjadi UU Cipta Kerja yang
menyusung konsep omnibus law, maka ketentuan mengenai
ketenagakerjaan termasuk perjanjian kerja tunduk dan diatur dalam
undang-undang tersebut. Peraturan terhadap PKWT diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja sebagai turunan aturan dari UU Cipta
Kerja. Setelah diberlakukan dan disahkan nya regulasi tersebut,

ketentuan mengenai tenaga kerja termasuk hak-hak nya mengalami

10



Volume X No. X, Juli X

perubahan seperti yang diatur pada PKWT. Hal tersebut dapat
dibuktikan dalam Pasal 15-17 PP Nomor 35 Tahun 2021.18

Kewajiban tenaga kerja adalah wajib melakukan pekerjaan sesuai
dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, wajib
menaati peraturan dan petunjuk dari pengusaha/majikan, kewajiban
untuk membayar ganti rugi dan denda apabila pekerja dalam
melakukan pekerjaan akibat kesengajaan atau kelalaian sehingga
menimbulkan kerugian dan kerusakan maka atas perbuatan tersebut
pekerja wajib menanggung resiko yang timbul, dan kewajiban untuk
bertindak sebagai pekerja yang baik.

C. PENUTUP

Dalam Undang-Undang Cipta Keraja, terdapat beberapa perubahan terkait
dengan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur di dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut diantaranya mengenai akibat
hukum perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tidak tertulis, perubahan
batasan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu, perpanjangan dan pembaruan
perjanjian kerja waktu tertentu. Akan tetapi pasca Undang-Undang Cipta Kerja
diundangkan masih terdapat beberapa permasalahan yang mencuri perhatian salah
satunya adalah tidak adanya batasan waktu perjanjian kerja waktu tertentu dan
berapa kali perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dapat diperpanjang karena akan
menimbulkan adanya eksploitasi terhadap pekerja.

Di dalam perubahan tersebut terdapat beberapa ketentuan yang memberatkan
pekerja/buruh tetapi juga terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan serta
kepastian hukum bagi pekerja/buruh yang terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT). Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan jawaban atas
permasalahan mengenai kompensasi saat berakhirnya hubungan kerja dengan
ditambahkannya pasal 61A. Dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa ketika
perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, maka pengusaha wajib memberikan uang

kompensasi kepada pekerja yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja

18 Cahya Kinari Arnita Putri dan Made Aditya Praman Putra, Hak Pekerja Dalam Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja, Jurnal Kertha Negara, Vol. 10 No. 4, 2022, hlm. 399-400.
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pekerja/buruh yang bersangkutan. Selain itu hak dan kewajiban pekerja dalam
PKWT juga sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu

Istirahat.
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